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Abstrak 

 

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui perbankan syariah sudah 

melaksanakan Islamic Corporate Governance dalam laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance maupun dari laporan tahunan melihat contoh terakhir 

pelaporan pada tahun 2014. Penelitian ini mengambil obyek dari  perbankan syariah 

perseroan yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM),Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) 

dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Data yang diambil berupa dokumentasi 

yang sudah dilaporkan pada setiap website resmi ketiga obyek. Hasil penelitian 

menunjukkan bahawa ketiga obyek bank syariah sudah melaksanakan sebagian 

Islamic Corporate Governance yang dilaporakan dalam laporan GCG dan secara 

keseluruhan sudah menerapkan Islamic Corporate Governance dengan tambahan 

penerapan di laporan tahunan. 

 

Kata Kunci: BNIS, BRIS, BSM, Good Corporate Governance, Islamic Corporate 
Governance
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Abstract 

 

Qualitative research aims to know the Islamic banking is already carrying out 

Islamic Corporate Governance report implementation of Good Corporate 

Governance as well as from the annual report see last example reporting in 2014. 

This research takes the object of Islamic banking company Bank Syariah Mandiri 

(BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah 

(BRIS). The data is taken in the form of documentation which is already reported to 

be the third official website on each object. The results showed that the third object of 

Islamic banks already implement some Islamic Corporate Governance that report in 

the report of GCG and overall it's been applying Islamic Corporate Governance with 

an additional implementation in the annual report. 

 

Keywords : BNIS, BRIS, BSM, Good Corporate Governance, Islamic Corporate 
Governance
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RINGKASAN 

 

Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syariah 

(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank 

Rakyat Indonesia Syariah; Dewi Masruroh;120810301009; 2016; 

174halaman;Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

 

Perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 

2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu 43,99% 

meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% 

(Junusi, 2011). Salah satu meningkatnya bisa disebabkan bank syariah mampu 

bertahan dikala krisis seperti dalam krisis tahun 1998. Namun mindset masyarakat 

masih banyak yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional dan 

kepercayaan masyarakat pun turun. Dan sebagai keunggulan dan peningkatan kinerja 

dan nilai bank syariah dapat menerapkan Good Corporate Governance. Namun saat 

ini penerapan Good Corporate Governance  masih menggunakan adopsi dari 

bankkonvensional baik dari prinsip maupun dari pedoman.  Sehingga muncullah 

konsep Good Corporate Governance  from Islamic Perspective yaitu prinsip Islamic 

Corporate Governance. Dan dengan adanaya konsep Islamic Corporate Governance 

dapat menjadi pertimbangan pelaksanaan dari adanya penerapan Good Corporate 

Governance yang dibuat berdasar adopsi bank konvensional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan 

prinsip Islamic Corporate Governance dalam Bank Mandiri Syariah, Bank Negara 

Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kontruksi yang menggabungkan 

prinsip Good Corporate Governance dan Islamic Corporate Governance. Tujuan 

adalah untuk mengetahui dari penerapan GCG pada saat ini sudah ataukah belum 

dalam melaksanakan Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi prinsip yang 

baik bagi bank syariah.  
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xii 

 

 

 

Penelitian berasal dari analisis ketiga obyek bank dengan mengungkapkan 

pelaksanaan Good Corporate Governance yang kemudian dinilai dalam prinsip 

Islamic Corporate Governance dan bagaimana  analisis penggabungan kedua prinsip 

tersebut terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang sudah dilaporkan. 

Dalam Hasil penelitian menyimpulkan dalam sebuah tabel yang menunjukkan bahwa 

ketiga obyek sudah melaksanakan prinsip Good Corporate Governance namun 

penerapan prinsip tersebut tidak hanya dilaporkan dalam laporan Good Corporate 

Governance tapi juga dalam laporan tahunan. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan syariah di Indonesia ada sejak tahun 1992 dengan diawali  

berdirinya Bank Muamalat. Berdirinya Bank Muamalat mengalami gunjangan pada 

saat tragedi 1998, namun masih bisa bertahan. Bank Muamalat membuktikan mampu 

bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang 

memporakporandakan bank-bank konvensional. Pada awal tahun 2000-an, bank 

syariah mulai mengalami kemajuan dengan dukungan pemerintah dengan 

dikeluarkannya peraturan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan 

perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 yang kemudian disusul dengan 

peraturan lembaga keuangan syariah hingga saat ini. Perkembangannya pun 

mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan kenaikan dari lembaga keuangan 

non syariah. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha 

yang tinggi yaitu 43,99% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 26,55% (Junusi, 2011). 

Perkembangan bank syariah saat ini belum menunjukkan mindset yang baik 

dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang cenderung menganggap bank 

syariah sama dengan bank konvensional. Faktor yang terdapat dalam perbankan 

syariah dapat menjadi salah satu permasalahan terbesar yang dapat menetapkan 

mindset masyarakat terhadap perbankan syariah. Maka untuk meningkatkan 

keunggulan dan identitas bank syariah dengan  melihat dari sisi penerapan 

pelaksanaan Good Corporate Governance.   

Di Indonesia pada saat ini, prinsip yang digunakan dalam Badan Usaha Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah peraturan yang dibuat dari adopsi 

sebelumnya, yaitu prinsip dari bank konvensional. Dalam penelitian Junusi (AICIS 

XII) Perbedaan implementasi GCG pada perbankan syariah dan konvensional terletak 

pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah.  
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Pedoman umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 juga menjelaskan dalam latar 

belakang poin 6 bahwa Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di 

Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Dan 

prinsip GCG konvensional yang dikeluarkan adalah GCG konvensional yang sudah 

disusun oleh tim yang dibentuk KNKG dengan mengundang beberapa lembaga 

terkait GCG serta mendapat masukan tertulis dari banyak lembaga, pakar hukum dan 

universitas. 

Dari prinsip Good Corporate Governance syariah yang dibuat dari adopsi 

konvensional, maka muncullah Good Corporate Governance from Islamic 

Perspective dalam prinsip Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi 

pertimbangan pelaksanaan dari adanya penerapan pelaporan Good Corporate 

Governance yang dibuat berdasar adopsi konvensional di Indonesia.   

Tata kelola dengan menerapkan prinsip Islamic Corporate Governance 

diharapkan dapat menjadi kan tata kelola unik dan baik dalam perbankan syariah. 

Tata kelola yang baik dalam suatu perbankan dituntut sesuai dengan Al Qur’an dan 

Al Hadits yang mencerminkan pribadi Islami. Karena dari pedoman keduanya 

terdapat jalan yang memberikan berbagai solusi kehidupan umat. “Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 

petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.(QS 

An Nahl: 89). Dan dari pedoman tersebut memberikan jalan yang istiqomah untuk 

tetap berada dalam koridor yang benar. “ Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan 

petunjuk kepada (jalan) yag lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-

orang Mu’min yang mengerjakan amalsaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang 

besar”.(QS Al Isra’:9). Menurut Abu-Tapanjeh (2009), Meskipun ekonomi Islam 

yang melakukan sebagian besar fungsi yang sama seperti ekonomi konvensional, 

selalu ada bentuk unik yang berbeda dari perbedaan antara kedua penerapan prinsip. 

Konsep berdasarkan Islamic Perspective adalah sebuah kebutuhan prinsip-

prinsip tata kelola walaupun selama ini bukan sesuatu yang baru atau asing. Bahkan 
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selama berabad-abad Islam mengalami kejayaannya dalam segi aspek, tetapi dengan 

infiltrasi ekonomi konvensional modern yang mengarah ke salah menaruhkan 

peradaban Islam. Maka dari adanya prinsip Islamic Corporate Governance ini, dapat 

menjadi pembeda dengan konvensional dan menjadikan ciri khas dari syariah yang 

berdasarkan nilai-nilai islami. 

Penelitian ini melihat dari sisi tiga bank syariah di Indonesia. Ketiga bank 

syariah itu adalah bank syariah yang memiliki badan hukum perseroan dan juga 

merupakan ketiga bank yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia 

dari sekian banyak bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank 

Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul 

“Penerapan Prinsip Islamic Corporate Governance dalam Perbankan Syariah 

(Analisis Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank 

Rakyat Indonesia Syariah)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

yaitu bagaimana penerapan prinsip Islamic Corporate Governance dalam Bank 

Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia 

Syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Islamic Corporate Governance 

dalam Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat 

Indonesia Syariah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberimanfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan keilmuan 

mengenai Islamic Corporate Governance di Bank Mandiri Syariah, Bank Negara 

Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan bagi 

bank syariah terkait Islamic Corporate Governance yang dapat menjadi bahan 

dalam kegiatan manajemen, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya baik bagi 

bank syariah yang diteliti maupun bagi bank syariah lainnya. 

3. Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memberikan masukan dalam 

kebijakan yang dapat bermanfaat dalam peningkatan keilmuan mengenai 

Islamic Corporate Governance di Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia 

Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Islamic 

Corporate Governance untuk mengembangkan dalam penelitian selanjutnya 

dan dapat memberikan dampak positif bagi perbankan syariah. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 Landasan teori berisi penjelasan dari materi yang bersangkutan dengan 

penelitian. Dari penjelasan teori dapat menjelaskan fenomena yang dapat 

menggambarkan kondisi sebenarnya. Landasan teori dalam penelitian ini, dibagi 

menjadi tiga bagian, menjelaskan tentang Bank Syariah, Good Corporate 

Governance dan Islamic Corporate Governance. 

 

2.1.1 Bank Syariah 

A. Perkembangan Bank Syariah 

 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (UU 

no 21 th 2008). Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvesional atau berdasarkan prinisp syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti 

pada bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan 

menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank di Indonesia dibedakan 

berdasarknan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu bank yang meakukan 

usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. 

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar 

ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah 

Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, 

dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. 
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Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh 

mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni 

Koperasi Ridho Gusti. 

 Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia 

baru dikatakan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 

Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Casarua, 

Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada 

Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 

Agustus 1990. Berdasarkan amant Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia (Antonio, 2014:25). 

B. Struktur Organisasi 

Menurut Antonio (2014: 30-33) Bank syariah dapat memiliki struktur yang 

sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi 

unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah 

keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional 

bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

1. Dewan Pengawas Syariah 

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi 

jalannya operasional baik sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Islam. Dewan Pengawas Syarih harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya 

tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan 

syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank 

bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 

rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan 

Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti 

kembali dan difatwakan oleh Dewan Pengawas Nasional. 

Menurut PBI No 11/33/PBI/2009 menjelaskan dalam pasal 47, Tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran 
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kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, 

meliputi : 

a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional 

dan produk yang dikeluarkan Bank;  

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;  

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;  

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

Bank; dan  

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

2. Dewan Pengawas Nasional 

Dewan Pengawas Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil 

rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. 

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia 

dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). 

Kegiatan sehari-hari Dewan Pengawas Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana 

Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. 

Fungsi utama Dewan Pengawas Nasional adalah mengawasi produk-produk 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Fungsilain dari Dewan 

Pengawas Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang 

dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Nasional 

bertugas memeberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan 

Pengawas Nasional pada suatu lembaga keungan syariah. Dewan Pengawas Nasional 

dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang 

bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembag 

keuangan syraiah tersebut tidak megindahkan teguran yang diberikan, Dewan 
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Pengawas Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti 

Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memeberikan sanksi agar 

perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang 

tidak sesuai dengan syariah. 

Dewan Pengawas Nasional adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi maupun wewenang berdasarkan penjelasan 

dari organisasi DSN MUI, yaitu : 

Tugas & Fungsi DSN MUI 

 Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi 

praktisi dan regulator. 

 Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga 

keuangan dan bisnis syariah. 

 Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga 

keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. 

Wewenang DSN MUI 

 Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-

masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak 

terkait. 

 Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan 

Bank Indonesia. 

 Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang 

akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga 

keuangan dan bisnis syariah. 

 Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam 

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan 

dalam maupun luar negeri. 

 Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan 

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
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 Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan 

apabila peringatan tidak diindahkan. 

Gambar 2.1 Organisasi Bank Umum Syariah 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
Sumber: (Muhammad, 2010:46) 

 

 Menurut PBI Nomer 11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris 

adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Direksi 

adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 
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pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Keduanya 

sesuai dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional 

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional 

NO PERBEDAAN BANK SYARIAH 
BANK 

KONVENSIONAL 
1 Falsafah Tidak berdasarkan bunga 

(riba), spekulasi (maisir), 
dan ketidakjelasan (gharar) 

Berdasarkan bunga 

2 Operasionalisasi  Dana masyarakat 
berupa titipan dan 
investasi yang baru 
akan mendapatkan hasil 
jika “diusahakan” 
terlebih dahulu  Penyaluran pada usaha 
yang halal dan 
menguntungkan 

 Dana masyarakat 
berupa simpanan 
harus dibayar 
bunganya pada saat 
jatuh tempo  Penyaluran pada 
sektor yang 
menguntungkan tanpa 
memperhitungkan 
aspek halal atau 
tidaknya sektor 
tersebut 

3 Aspek Sosial Dinyatakan secara 
eksplisit dan tegas yang 
tertuang dalam visi dan 
misi 

Tidak diketahui secara 
tegas 

4 Organisasi Harus memiliki Dewan 
Pengawas Syariah 

Tidak memiliki Dewan 
Pengawas Syariah 

Sumber: (Muhammad, 2010:45). 

  

4. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah menurut Antonio (2014) 

1. Prinsip Titipan atau simpanan (Depository / al-Wadi’ah) 

Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi’ah dapat diartikan 

sebagai titipan muri dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan 

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 

2. Bagi Hasil (Profit – Sharing) 
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Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad 

utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah. 

3. Jual Beli (Sale and Purchase) 

Ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran 

pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, 

yaitu bai’al-murabahah, bai’ as-salam, dan bai’al-istishna’. 

4. Sewa (Operational Lease and Financial Lease) 

Al -ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 

5. Jasa (Fee-Based Services) 

Prinsip Jasa terdiri atas Al -Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn dan Al -

Qardh. 

5. Kontrol Bank Syariah menurut Antonio (2014: 209-211) 

 Pengendalian Diri Sendiri (Self Control) 

Pengendalian Diri Sendiri (Self Control) merupakan lapisan pertama dan utama 

dalam diri setiap karyawan bank syariah, sehingga peran merupakan syarat 

mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal. 

1. Pengendalian Menyatu (Built-in Control) 

Selain self control, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak 

terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah di tetapkan. Dalam sistem dan 

perosedur yang diciptakan,secara tidak di sadari oleh setiap karyawan, di  

masukkan unsur-unsur kontrol yang meyatu dengan prosedur tersebut (built in 

control). 

Unsur-unsur yang hapus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu 

yang baik adalah adanya dual control, dual custodian, maker checker approval, 

limitation, segregadanion of duties, verifikasi, dan lain-lain.                                                                                                               
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2. Auditor Internal 

Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian 

meyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilain dari pihak yang  

tidak terkait dengan kegiatan tersebut (independen). Selain itu, menajemen juga 

harus mempuyai kemampuan dalam menganalisis efektivitas fungsi-fungsi 

kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis. 

3. Eksternal Auditor  

Pengaudit eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai 

kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adannya suatu 

penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang diperiksa. Audit 

eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan 

publik, maupun pihak lainya. 

 

2.1.2 Good Corporate Governance 

A. Pengertian Good Corporate Governance 

 Kata Governance berasal dari bahasa Perancis “Gubernance” yang berarti 

pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan 

perusahaan atau jenis organisasi yang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata Governance 

sering diterjemahkan secara harfiah sebagai tata kelola atau tata pemerintahan 

perusahaan. Perhatian dunia terhadap good corporate govrnance mulai meningkat 

tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak 

kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia (Sutojo dan Aldrige 

dalam Arani, 2010). 

 Definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia adalah aturan, 

standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik 

perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang 

serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). 

GCG (Good Corporate Governance) yang didefinisikan oleh Forum for 

Corporate Governance in Indonesia/ FCGI (2001) adalah corporate governance 
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sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholder).  

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua stakeholder (Monks dalam Kaihatu, 2006). Ada dua hal yang 

ditekankan dalam konsep GCG oleh Monks, pertama, pentingnya hak pemegang 

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, 

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder. 

B. Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan dari Good Corporate Governance seperti yang dinyatakan dalam OECD 

(1999: 34) adalah bertujuan, (1) untuk mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, (2) meningkatkan kepercayaan 

bagi para investor dalam melakukan investasi, (3) mengurangi biaya modal, (4) 

menyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan 

perusahaan dan (5) penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para 

stakholders. Selanjutnya dalam rangka menerapkan good governance perlu adanya 

standar atau prinsip yang dijadikan pedoman dalam praktik pengelolaan perusahaan 

untuk meningkatkan nilai dan kelangsungan perusahaan. Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD,1999:25) telah mengembangkan prinsip-

prinsip sebagai berikut: (a) Fairness, (b) Transparancy, (c) Accountability, dan (d) 

Responsibility. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 

 

 

 

C. Prinsip-Prinsip GCG 

Ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit 

usaha syariah yaitu: Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG, 

adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

profesional (professional), dan kewajaran (fairness). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 12/13/DPbS tentang pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan syariah 

harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan bank yang sehat. 

4. Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi,  mampu bertindak 

obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) 

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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2.1.3 Islamic Corporate Governance 

Percobaan dibuat untuk membandingkan prinsip islam dalam tata kelola dengan 

prinsip OECD yang sudah direvisi. prinsip islam dalam tata kelola atau Islamic 

Corporate Governance adalah (Abu-Tapanjeh, 2009) 

1. Menjamin dasar untuk efektifitas kerangka corporate governance 

 Mempromosikan bisnis dengan kerangka etis shariah 

Muslim berhak untuk melakukan kegiatan bisnis mereka sebagai dipandu 

oleh kode Syariah etik, yang mendorong untuk menjadi adil, wajar dan jujur 

untuk semua orang yang terlibat dalam bisnis. Maka dari itu dalam 

perbankan syariah memiliki kode etik sendiri yang tidak lepas dari nilai-nilai 

islami. 

 Percaya di laba dan rugi 

Perbankan memiliki tanggung jawab secara vertikal maupun horizontal. 

Horizontal bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pemegang 

kepentingan. sedangkan vertikal bertanggung jawab kepada Allah SWT. 

Dengan percaya bahwa laba rugi yang sudah dijalankan oleh perbankan yang 

kemudian dilaporkan atau dipublikasikan setelah melalui proses dan 

pengauditan merupakan bentuk percaya bahwa yang udah dilaporkan dapat 

menjadi bentuk pertanggungjawaban. 

 Keunggulan peradilan dan kesejahteraaan sosial dengan sosial dan 

kewajiban spiritual 

Umat Islam perlu bekerja dan menghasilkan serta menjadi tidak menjadi 

malas dan tidak produktif. Disebutkan dalam Al-Qur'an (6,132): "Untuk 

semua derajat-derajat (atau pangkat) menurut perbuatan mereka". 

Menjelaskan bahwa sistem apapun tanpa sikap etis dari individual tidak akan 

mempengaruhi sistem yag baik dari pemerintah. Diperlukannya aturan yang 

bisa meningkatkan kualitas dari individual perbankan supaya tidak terjadi 

penyimpangan, maka perlu adanya tindakan yang jelas seperti pendataan 
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permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya dan transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan sebagai bentuk penjagaan untuk 

keberlanjutan perbankan. 

 Larangan bunga 

Haqqi dalam Abu-Tapanjeh (2009) menyatakan bahwa salah satu larangan 

paling penting terhadap penyalahgunaan, kekayaan adalah larangan riba, 

yang diterjemahkan umumnya berarti "riba" atau kepentingan. Pernyataan 

ini impetes bahwa keutamaan bisnis Islam adalah adil, dan transaksi jujur, di 

mana semua jenis eksploitasi dilarang. Lewis dalam Tapanjeh (2009) benar 

menunjukkan di sini bahwa, "Islam selalu mendorong perdagangan dan 

perdagangan selama itu dilakukan dalam kerangka Al-Qur'an, dan firman 

Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad (saw). Adanya DPS 

dalam perbankan syariah adalah salah satu cara menjaga bank syariah tetap 

islami. 

2. Hak shareholders dan fungsi-fungsi kepemilikan utama/pokok 

 Kekayaan sebagai kepercayaan dari Allah SWT 

Islam mengamanatkan manusia sebagai wali Allah dalam segala situasi dan 

kepercayaan utamanya adalah untuk tetap Allah, pemilik akhir dari segala 

sesuatu di dunia ini. Konsep dasar akuntabilitas Islam diyakini bahwa semua 

sumber daya yang tersedia untuk individu dalam bentuk kepercayaan. 

pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta keuangan, dan informasi 

yang akurat harus bebas tersedia untuk pengguna. Hal penting lain yang 

terlibat dalam pengungkapan adalah untuk memberikan pengguna informasi 

yang memadai yang diperlukan untuk keputusan finansial. Maka dari itu 

kekayaan yang dipercayakan dikelola dengan baik. Dengan 

mempertanggungjawabkan semua kinerjanya dalam laporan yang materiil 

dengan melaporkan laporan keuangan perbankan. 

 Satu-satunya yang berkuasa adalah Allah SWT 
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Di Islam, mutlak dan abadi pemilik segala apa yang di bumi dan di akhirat, 

milik Allah SWT, Mahakuasa, dan kita manusia hanya wali atas apa yang 

dikuasai-Nya. Begitu juga di perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip 

islam yang berarti juga sebagai wali atas pemilik segala, sehingga memiliki 

kewajiban untuk amanahnya. Pengelola utama dari perbankan adalah Dewan 

Komisaris dan Direksi, sehingga terdapat surat pernyataan dan 

bertanggunjawaban atas kinerjanya dalam mengelola perbankan. 

 Masyarakat sebagai pemangku kepentingan 

Perbankan memiliki tanggung jawab secara vertikal maupun horizontal. 

Tanggung jawab secara horizontal bisa kepada pemangku kepentingan yang 

transparansi dalam informasi yang material sehingga masyarakat bisa 

membuat keputusan dari informasi yang disajikan seperti laporan remunerasi 

dewan komisaris dan direksi. 

 Akuntabilitas tidak hanya untuk stakeholders tapi juga untuk Allah SWT, 

pemilik utama 

Keadaaan untuk mempertanggungjawabkan kepada stakeholders dan Allah 

setiap organ bank syariah. Pelaksanaannya dalam akuntabilitas dalam Good 

Corporate Governance. 

3. Perlakuan wajar shareholders/pemegang saham 

 Adil dan wajar dalam nilai 

Allah mengetahui segala sesuatu dan siapapun yang menyembunyikan, Allah 

memiliki perhitungan sendiri pada hari penghakiman. Hal ini menunjukkan 

bahwa keadilan dan keseimbangan memiliki implikasi yang mendalam untuk 

menjalankan bisnis syariah. Maka setiap pemegang saham harus 

diperlakukan dengan adil dan wajar. Pelaksanaan dapat dalam melaksanakan 

RUPS yang sebelumnya pemegang saham mendapat informasi yang tepat 

dan akurat sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

RUPS 
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 Distribusi adil kekayaan untuk semua stakeholders dan anggota bukan 

menghasilkan keuntungan dalam bentuk zakat dan sadaqoh 

Zakat merupakan pilar ketiga dalam Islam. Zakat dan sadaqah adalah bentuk 

rasa syukur atas kepercayaan Allah atas kekayaan yang diwakilkan kepada 

pemegang saham. 

 Kekayaan sosial dan invidual bersama keduanya melakukan kewajiban 

spriritual dan moral 

Setiap muslim memiliki kewajibannya atas amanah yang diberikan. Sebagai 

salah satu bentuk kewajibannya adalah dengan bersyukur atas kepercayaan 

yang sudah diberikan yaitu berkaitan dengan spiritual dengan pengungkapan 

pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah seta kewajiban moral untuk sesama 

dengan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti 

dalam CSR 

 Sensasi persamaan hak 

Allah mengetahui segala sesuatu dan siapapun yang menyembunyikan, Allah 

memiliki perhitungan sendiri pada hari penghakiman. Maka dengan jelas 

bahwa dalam perbankan terdapat penjelasan setiap saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham. 

4. Peranan stakeholders di tata kelola 

 Akuntabilitas islam untuk falah dan berorientasi kekayaan sosial 

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas 

Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu 

dalam bentuk kepercayaan. Pengungkapan sebenarnya dari fakta-fakta untuk 

keseluruhan yang besifat sosial adalah cara dalam bentuk pengungkapan 

laporan CSR. 

 Perbedaan/pembelahan diantara haram halal 

Lewis dalam Abu-Tapanjeh (2009) menunjukkan di sini bahwa, "Islam 

selalu mendorong perdagangan dan perdagangan selama itu dilakukan dalam 
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kerangka Al-Qur'an, dan firman Allah yang diturunkan kepada nabi-Nya 

Muhammad (saw).” Dalam pembeda dengan non syariah bisa ditunjukkan 

dalam laporan keuangan yang terdapat laporan rekonsiliasi pendapatan dan 

bagi hasil yang dipublikasikan. 

 Kekayaan sosial dan inviduual bersama keduanya melakukan spriritual dan 

material 

Setiap muslim memiliki kewajibannya atas amanah yang diberikan. Pihak 

perbankan memberikan dampak bagi stakeholders dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang juga sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab kepada 

stakeholders seperti dibidang usaha.  

 Pertimbangan untuk keseluruhan komunitas 

Muslim yang baik adalah muslim yang bisa bermanfaat bagi sesama. 

Perbankan juga harus memberikan manfaat sesama untuk meningkatkan 

kualitas stakeholders yang bisa melalui dalam organisasi / komunitas di 

masyarakat. Untuk mempermudah hal tersebut ditingkatkan kualitas IT 

perbankan. 

5. Penyimpangan dan transparansi 

 Akuntabilitas dengan pemenuhan syariah 

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas 

Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu 

dalam bentuk kepercayaan. Pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta 

mengenai penyimpangan dan transparansi dengan adanya komite audit yang 

memeriksa untuk menghindari penyimpangan dan menjaga untuk tetap 

terbuka atas informasi yang material dan relevan. 

 Tujuan keterkaitan sosial ekonomi untuk kontrol perusahaan dan 

akuntabilitas untuk semua stakeholders yang berhak 

Muslim diarahkan untuk melakukan bisnis mereka sesuai dengan aturan 

Syariah, yaitu menjadi adil, jujur dan wajar terhadap yang lain baik dari sisi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 

 

 

 

sosial aupun ekonomi. Hal ini menghindari adanya ketidakseimbangan para 

pemangku kepentingan. Dalam perbankan diungkapkan rasio gaji tertinggi 

dan terendah. 

 Peradilan, persamaan hak,transparansi kondisi sebenarnya 

Peradilan, persamaan hak dan transparansi adalah wujud bank syariah 

kepada pemegang kepentingan dan pemegang saham. Pengungkapan 

keterbukaaan bank akan menunjukkan peradilan dan persamaan hak. 

 Akuntabilitas yang lebih luas dengan mengambil  maupun penyimpangan 

secara lisan 

Keterbukaan adalah hal yang harus dilakukan perbankan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. Salah satunya dalam hal penyimangan yangterjadi. 

Pengungkapan penyimpangan baik penyimpangan internal maupun 

permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh pihak bank. 

6. Pertanggungjawaban dewan 

 Akuntabilitas tidak hanya untuk perusahaan atau dewan atau stakeholders 

tapi juga untuk Allah SWT kekuasaa tertinggi dimana memimpin untuk 

kekayaan dan kesuksesan 

Akuntabilitas adalah pertama-tama kepada Allah. Konsep dasar akuntabilitas 

Islam diyakini bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk individu 

dalam bentuk kepercayaan. pengungkapan maka sebenarnya dari fakta-fakta 

dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah dalam laporan 

pertanggungjawabannya dalam setiap periode. 

 Keseluruhan dan petunjuk integratif 

Muslim sebagai khalifah di bumi diberikan kepercayaan oleh Allah SWT 

sehingga harus menjaga kekayaan yang sudah diwakilkan.Dalam bank   

menjaga kekayaan dengan melaksanakan kegiatan sebaik mungkin dan 

membuat perencanaan dan kemungkinan yang terjadi, dikarenakan banyak 
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resiko yang akan terjadi maka dalam dalam bank terdapat komite pemantau 

resiko. 

 Negosisasi dan kooperasi 

"hidup benar dalam konsultasi bersama dan kesabaran, dan bergantung pada 

Allah. Islam mendorong peserta untuk bekerja sama secara bebas dan terus 

terang ketika tiba di keputusan (Shaikh dalam Abu-Tapanjeh, 2009). Pihak 

bank membutuhkan pihak lain dalam membanu melaksanakan negosiasi 

maupun kooperasi. 

 Konsultasi dan pencarian kesepakatan umum untuk keputusan satu sama  

lain dengan terkait/seasal stakeholders 

"Dan berkonsultasi dengan mereka dalam urusan (saat). Kemudian, apabila 

kamu telah mengambil keputusan, bertawakal kepada Allah "(Al-Imran 

3,159). "Mereka yang menanggapi Tuhan mereka dan mendirikan shalat; 

yang melakukan urusan mereka dengan konsultasi bersama; yang 

menghabiskan dari apa yang kita berikan pada mereka untuk rezeki "(ash 

Syura, 42,38). Dalam perbankan syariah terdapat rapat umum setiap tahun 

dan rutin dilaksanakan sebagai bentuk konsultasi bersama. 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

peneliti Judul penelitian 
Variabel-
variabel 

penelitian 
Hasil (Kesimpulan) 

1. Kaihatu 
(2006) 

Good Corporate 
Governance dan 
Penerapannya di 
Indonesia 

GCG, GCG 
principles, 
organization 
culture, 
application in 
Indonesia. 

Korporate kita belum dikelola 
secara benar, atau dengan kata 
lain, korporat kita belum 
menjalankan govermansi 

2. Junusi 
(AICIS 
XII) 

Implementasi 
Syariah 
Governance serta 
Implikasinya 
terhadap Reputasi 
dan Kepercayaan 
Bank Syariah 

Islamic 
governance, 
reputation, 
trust, Islamic 
banks 

Implementasi menunjukkan 
bahwa Syariah Governance pada 
bank syariah (Bank Muamalat) 
sudah dilaksanakan dengan baik. 
Dari masing-masing indikator 
syariah governance, 
menunjukakan bahawa syariah 
compliance menerupakan 
indikator yang memberi 
kontribusi terbesar 

3. Arani 
(2010) 

Hubungan 
Penerapan Prinsip 
Good Corporate 
Governance 
Terhadap Kinerja 
Keuangan 
PT. Bank Syariah 
Mandiri 

Good 
corporate 
governance 

 Penerapan prinsip GCG pada 
PT. BankSyariah Mandiri 
sudah baik,  Kinerja keuangan PT. Bank 
Syariah Mandiri berdasarkan 
rasio rentabilitas 
(profitabilitas) yang meliputi 
ROA dan ROE, pada setiap 
tahunnya meningkat.  Dari hasil perhitungan 
analisis kolerasi Rank 
Spearman positif terhadap 
kinerja keuangan 

5. Tapanjeh 
(2007) 

Corporate 
governance from 
the Islamic 
perspective: A 
comparative 
analysis with 
OECD principles 

 keberhasilan dan kesejahteraan 
diukur dengan kewajiban 
spiritual moral dan etika dengan 
kepercayaan yang kuat dalam 
akuntabilitas dengan Allah, 
otoritas tertinggi. 

Sumber : Data diolah 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif 

dengan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif kontruksi 

yang menggabungkan prinsip Good Corporate Governance dan Islamic Corporate 

Governance. 

3.2 Unit Analisis 

Objek penelitian dari penelitian ini adalah perbankan yang terdapat dalam 

penelitian yang sedang diselidiki. Dari masalah yang diangkat, maka maksud dari 

objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, 

dan Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam penerapan Islamic Corporate Governance.  

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan tidak 

secara langsung, namun melalui dokumen yang terdapat dalam website resmi dari 

Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia 

Syariah. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen dalam bentuk 

tulisan. Dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah dokumen berupa laporan 

pelaksanaan Good corporate governance dan annual report yang dipublikasikan 

dalam website resmi dari Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

3.4 Uji Keabsahan Data 

1. Uji kredibilitas; 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang digunakan adalah dengan 

peningkatan ketekunan dan penggunaan bahan referensi. Peningkatan 

ketekunan dalam penelitian ini dengan cara memeriksa data yang ditemukan 
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benar atau tidak dalam setiap analisis dengan tetap cermat dan 

berkesinambungan dikaitkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

temuan yang diteliti. Penggunaan bahan referensi dapat berupa laporan GCG 

maupun laporan keuangan konsolidasi yang dilampirkan sebagai bahan 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. 

2. Uji Transferability 

Pengujian Transferability dalam penelitian ini dengan memberikan penjelasan 

dan saran yang dijelaskan secara rinci, jelas, dan memberikan alasan yang dapat 

dipercaya untuk digunakan dalam perbankan syariah dari obyek lain penelitian 

sesuai dengan hasil penelitian 

3. Uji depenability; 

Dalam penelitian kualitatif, depenability disebut reliabilitas. Dalam penelitian 

ini, uji depenability dilakukan dengan cara peneliti merekam setiap proses 

penelitian sehingga jejak aktivitas penelitian dapat diketahui. Adanya data yang 

dapat menjelaskan hasil dalam setiap proses yang menjadikan penelitian ini 

tidak diragukan. 

4. Uji confirmability. 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan depenability, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Dalam penelitian ini, proses 

yang dilakukan oleh peneliti dapat ditelusuri dengan melihat jejak aktivitas 

peneliti. Hasil yang ada dalam penelitian karena ada proses yang ada pula 

sehingga ada alasan dalam setiap hasil. 

3.5 Metode Analisis Data  

 Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

a. Collection Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data dengan cara mengambil data dari website resmi dari Bank Mandiri 
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Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah 

maupun data dari pemerintah terkait pelaksanaan Good Corporate Governance.  

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Merangkum dan memilih data yang sudah diperolah dengan kebutuhan dalam 

penelitian. Dalam pemilihan data tersebut dicari pola yang dibutuhkan dalam 

keterkaitan dengan kedua prinsip dan pelaksanaannya dalam ketiga bank 

syariah, sehingga dapat mengetahui pola untuk setiap dokumen. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Menyesuiakan poin-poin dalam  pelaksanaan Good Corporate Governance  

dengan prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance  sesuai dengan 

peraturan SEBI 12/13/DPbS lalu dinilai dengan prinsip Islamic Corporate 

Governance dan bagaimana analisis penggabungan kedua prinsip tersebut 

terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance yang sudah dilaporkan. 

d. Conclusion Drawing / Verification 

Menyimpulkan hasil dari analisis prinsip Good Corporate Governance dan 

Islamic Corporate Governance terhadap penerapan pelaksanaan Good 

Corporate Governance yang sudah dilaporkan. 
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3.6 Kerangka Pemecahan Masalah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Islamic Corporate Governance pada 

Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan 

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang merujuk pada prinsip berdasarkan  

perspektif Islam dari penelitian Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah melaksanakan Islamic Corporate 

Governance walaupun dalam laporan Good Corporate Governance belum 

memenuhi keseluruhan. Ada 9 poin dalam Islamic Corporate Governance 

yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah terpenuhi dalam laporan 

tahunan BSM. 

2. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) sudah melaksanakan Islamic 

Corporate Governance walaupun dalam laporan Good Corporate 

Governance belum memenuhi keseluruhan. Ada 9 poin dalam Islamic 

Corporate Governance yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah 

terpenuhi dalam laporan tahunan BNIS. 

3. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) sudah melaksanakan Islamic 

Corporate Governance walaupun dalam laporan Good Corporate 

Governance belum memenuhi keseluruhan Ada 12 poin dalam Islamic 

Corporate Governance yang belum memenuhi, namun hal tersebut sudah 

terpenuhi dalam laporan tahunan BRIS. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan belum mewakili dari seluruh bank syariah 

yang ada di Indonesia, hanya pada BSM, BNIS dan BRIS. 
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5.3 Saran 

1. Bagi BSM, BNIS dan BRIS dapat menambahkan dalam laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance poin yang belum terpenuhi 

sehingga juga dapat melaksanakan Islamic Corporate Governance.  

2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan tidak hanya menggunakan satu 

konsep dari Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, namun bisa 

ditambahkan dari beberapa konsep lainnya. 

3. Penelitian ini bisa juga dikembangkan dengan menambah obyek penelitian 

dan tidak hanya pada BSM, BNIS dan BRIS. 
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Lampiran 1. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BSM 
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